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PUTUSAN

Nomor 211/Pdt.G/2014/PA.Blcn

w w
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah
Bumbu, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Melawan
TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan
Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Selanjutnya

disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Batulicin;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2014
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor 211/
Pdt.G/2014/PA.Blcn pada tanggal 09 Mei 2014, telah mengajukan gugatan
untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai
berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2011, Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
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Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta

Nikah Nomor;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat
kediaman di rumah orangtua Penggugat selama 8 bulan, selanjutnya tinggal
di rumah orangtua Tergugat selama 4 bulan, kemudian pindah ke rumah
bersama sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat
tinggal;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai
keturunan;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun
dan harmonis, namun sejak Maret 2012 ketentraman rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang
terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:

a . Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental/emosional, dan Tergugat
sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat hanya karena
masalah sepele dan Tergugat juga sering ngambek sampai tidak mau
makan dan tidak mau berbicara dengan Penggugat;

b. Bahwa Tergugat sering menganggap orang tua Penggugat suka ikut
campur dan suka mengatur Tergugat, padahal tuduhan tersebut tidak
benar;

6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat tersebut terjadi pada Januari 2013, pada saat itu Tergugat
memukul Penggugat dibagian wajah, yang akibatnya antara Penggugat
dengan Tergugat telah pisah rumah 1 tahun 4 bulan, dan yang
meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan selama
pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak

rukun kembali membina rumah tangga;
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7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang
sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di
persidangan;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka
proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat

dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap
bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak
berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya

tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat ;
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Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar
tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,

maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti berupa :
A. Surat
Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Nomor :, setelah
diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya,
sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, selanjutnya bukti
tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P ;
B. Saksi-saksi
1. SAKSI I, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan
Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten
Tanah Bumbu, dibawah sumpahnya telah memberikan
keterangan dibawah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak ipar
dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah
pada bulan Nopember 2011 dan dari pernikahannya belum dikaruniai
anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Penggugat dan terakhir di rumah bersama sebagai tempat
kediaman bersama terakhir;

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis, namun sejak 1 tahun terakhir sudah tidak harmonis dan
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui karena
pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa,penyebabnya karena Tergugat mempunyai sifat emosional/
pemarah walau hanya masalah sepele dan bila bertengkar selalu
berkata kasar, tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
selama 1 tahun dan selama berpisah keduanya tidak pernah kumpul
bersama lagi;

- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berupaya untuk
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merukunkan serta mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi
tidak berhasil;

2. SAKSI Il, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan
Swasta, tempat tinggal di, Kabupaten Tanah Bumbu,
dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan

dibawah sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga
dengan Penggugat sejak kecil;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang
menikah pada bulan Nopember 2011 dan dari pernikahannya belum
dikaruniai anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Penggugat dan terakhir di rumah bersama sebagai tempat
kediaman bersama terakhir;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis, namun sejak 1 tahun terakhir sudah mulai tidak
harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan saksi sering mendengar
mereka bertengkar;

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat mempunyai
sifat emosional/pemarah walau hanya masalah sepele dan bila
bertengkar selalu berkata kasar, tidak bertanggung jawab terhadap
keluarga, dan saksi juga sering melihat Tergugat mabuk karena minum-
minuman keras;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1
tahun dan selama berpisah keduanya tidak pernah kumpul bersama;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengusahakan
perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi, dan tidak akan

mengajukan bukti-bukti lagi pada persidangan ini;
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Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang
untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan

pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal
sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara

ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas
menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil
Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum
Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal
49 ayat (1) hurup (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili

dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat
datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah
datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain
menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut,
sedangkan ternyata bahwa ketidak hadiran tergugat tersebut tidak disebabkan
oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 211

R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan,
maka Majelis Hakim memandang proses mediasi sebagaimana maksud Perma

nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat
agar rukun lagi dengan tergugat namun tidak berhasil, dan penggugat

menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil tergugat dianggap telah
membenarkan seluruh dalil gugatan penggugat dikarenakan tergugat tidak
pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini termasuk sengketa
perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
1975, penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari

keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah mengajukan
bukti surat, dan berdasarkan bukti surat bertanda P yang diajukan oleh
penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka terbukti
bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah dan
tidak pernah bercerai, maka oleh karenanya gugatan penggugat berdasar

hukum;

Menimbang, bahwa penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi
keluarga atau orang terdekatnya yang bernama SAKSI | dan SAKSI Il yang
berdasarkan sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan,
yang ternyata keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain, dan telah
terungkap fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah
menikah pada bulan Nopember 2011 dan dari pernikahannya belum
dikaruniai anak.

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan
harmonis, namun sejak 1 tahun terakhir sudah mulai tidak harmonis dan
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena
sikap Tergugat yang emosional/pemarah walau hanya masalah sepele, dan

bila bertengkar selalu berkata kasar.
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- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1
tahun, dan selama berpisah keduanya tidak kumpul bersama untuk
membina rumah tangga.

- Bahwa, pihak keluarga dari kedua belah pihak telah mengupayakan

perdamaian, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas maka
dengan demikian Majelis Hakim menilai gugatan penggugat telah terbukti

secara meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya gugatan penggugat tersebut,
maka majelis hakim menilai sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah
tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah,
mawaddah warahmah bagi penggugat dan tergugat, sebagaimana diatur dalam
pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia. Karena telah terjadi pertengkaran yang terus menerus
sebagai akibat adanya sikap Tergugat yang emosional/pemarah walau hanya
masalah sepele, bila bertengkar selalu berkata kasar dan bahkan selama 1
tahun penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu
pula tidak ada lagi hubungan antara penggugat dan tergugat sebagai suami

isteri ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat dan bentuk
perselsihan dan pertengkaran yang terjadi antara pengugat dan tergugat, maka
Majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran
yang terjadi antara penggugat dengan tergugat bukan perselisihan dan
pertengkaran biasa, melainkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus

yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat
dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang Undang

Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk
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membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika
Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah
tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi
dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan
rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat
tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka
perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa

rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari,
namun apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan
antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, maka mempertahankannya
pun sesuatu yang sia-sia dan memudharatkan, oleh karenanya untuk
menghindari hal hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim

berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan penggugat telah memenuhi
salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19
huruf (b) dan (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f)
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim

berkesimpulan bahwa gugatan penggugat menurut hukum dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan
dengan bunyi pasal 119 ayat (2) hurup (c) Majelis Hakim berpendapat bahwa
thalak yang patut terjadi adalah thalak ba’in shugraa dari Tergugat atas diri

Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis
sependapat dengan dalil figh yang tercantum dalam Kitab Figh Sunnah Jilid 2

halaman 291 sebagai berikut:
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Artinya : Apabila seorang istri mengugat suaminya telah memberikan
kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi
untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk
memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu
hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadaratan

dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang
nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu
memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk
mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal
penggugat dan tergugat, serta wilayah dimana pernikahan penggugat dan

tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan

perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan Hukum Syara yang

berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut
untuk menghadap persidangan, tidak hadir

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
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3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta
kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan
tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 691.000,- (Enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Batulicin, pada hari Rabu tanggal
18 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1435 H. dalam
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari
Drs. Parhanuddin sebagai Hakim Ketua Majelis serta Rofik Samsul Hidayat,
SH. dan Khalishatun Nisa, S.H.I.,M.H sebagai hakim-hakim Anggota serta
diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. llmi sebagai

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Parhanuddin

Hakim Anggota | Hakim Anggota Il

Ttd. Tid.
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Rofik Samsul Hidayat, S.H Khalishatun Nisa, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. lImi

Perincian Biaya Perkara :
1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses: Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 600.000,-
4. Redaksi :Rp. 5.000,-
5. Materai :Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 691.000,-

(Enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)
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